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This	 study	examines	 the	effectiveness	of	 law	enforcement	 in	 the	2024	elections	 in	
Indonesia,	focusing	on	the	role	of	the	Election	Supervisory	Agency	(Bawaslu)	and	the	
Integrated	Law	Enforcement	Center	(Gakkumdu).	A	juridical	normative	analysis	of	
Law	Number	7	of	2017	concerning	General	Elections	and	various	related	sources	
reveals	several	key	challenges	in	the	enforcement	of	election	law.	This	includes	the	
complexity	 of	 proving	 money	 politics	 cases,	 differences	 in	 interpretation	 of	
regulations	between	institutions,	and	limited	resources.	This	study	also	evaluates	the	
effectiveness	 of	 legal	 sanctions	 in	 providing	 a	 deterrent	 effect	 on	 perpetrators	 of	
election	violations.	The	findings	show	that	the	application	of	sanctions	has	not	been	
fully	 effective	 due	 to	 the	 leniency	 of	 punishment	 and	 inconsistency	 in	 its	
implementation.	 This	 study	 identifies	 several	 factors	 that	 cause	 the	 gap	 between	
regulation	and	implementation,	including	limited	human	resources	and	Bawaslu's	
budget,	 sectoral	 egos	 between	 law	 enforcement	 agencies,	 and	 a	 lack	 of	 public	
understanding	of	forms	of	election	violations.	An	analysis	of	the	performance	of	the	
Gakkumdu	 Center	 reveals	 challenges	 in	 coordination	 between	 institutions	 and	
limited	 infrastructure,	 especially	 in	 remote	 areas.	 To	 improve	 the	 integrity	 of	
elections,	this	study	recommends	strengthening	Gakkumdu	regulations,	increasing	
the	 capacity	 of	 personnel	 through	 intensive	 training,	 and	 optimizing	 the	 role	 of	
information	 technology	 in	 the	 supervision	 and	 enforcement	 of	 election	 laws.	 The	
study	 also	 highlights	 the	 importance	 of	 firmer	 and	 more	 consistent	 sanctions	
enforcement,	 as	 well	 as	 increased	 transparency	 in	 the	 election	 law	 enforcement	
process.	 Furthermore,	 this	 study	 proposes	 to	 strengthen	 rehabilitation	 and	
reintegration	mechanisms	 for	perpetrators	of	 election	 crimes,	 as	well	 as	 increase	
international	cooperation	in	exchanging	best	practices	in	election	law	enforcement.	
The	 implementation	 of	 this	 recommendation	 is	 expected	 to	 contribute	 to	 the	
implementation	 of	 more	 integrity	 and	 democratic	 elections	 in	 Indonesia,	 in	
accordance	with	the	spirit	of	Law	Number	7	of	2017	and	the	ideals	of	reform.	

 
Abstrak.		
Penelitian	ini	mengkaji	efektivitas	penegakan	hukum	dalam	Pemilu	2024	di	Indonesia,	dengan	fokus	pada	peran	
Badan	Pengawas	Pemilu	(Bawaslu)	dan	Sentra	Penegakan	Hukum	Terpadu	(Gakkumdu).	Analisis	normatif	yuridis	
terhadap	 Undang-Undang	 Nomor	 7	 Tahun	 2017	 tentang	 Pemilihan	 Umum	 dan	 berbagai	 sumber	 terkait	
mengungkapkan	 beberapa	 tantangan	 utama	 dalam	 penegakan	 hukum	 pemilu.	 Ini	 mencakup	 kompleksitas	
pembuktian	kasus	politik	uang,	perbedaan	interpretasi	regulasi	antar	 lembaga,	dan	keterbatasan	sumber	daya.	
Studi	ini	juga	mengevaluasi	efektivitas	sanksi	hukum	dalam	memberikan	efek	jera	terhadap	pelaku	pelanggaran	
pemilu.	Temuan	menunjukkan	bahwa	penerapan	sanksi	belum	sepenuhnya	efektif	karena	ringannya	hukuman	dan	
inkonsistensi	dalam	penerapannya.	Penelitian	ini	mengidentifikasi	beberapa	faktor	penyebab	kesenjangan	antara	
regulasi	 dan	 implementasi,	 termasuk	 keterbatasan	 sumber	 daya	manusia	 dan	 anggaran	Bawaslu,	 ego	 sektoral	
antar	 lembaga	 penegak	 hukum,	 serta	 kurangnya	 pemahaman	masyarakat	 tentang	 bentuk-bentuk	 pelanggaran	
pemilu.	Analisis	terhadap	kinerja	Sentra	Gakkumdu	mengungkapkan	tantangan	dalam	koordinasi	antar	lembaga	
dan	keterbatasan	infrastruktur,	terutama	di	daerah	terpencil.	Untuk	meningkatkan	integritas	pemilu,	penelitian	
ini	merekomendasikan	penguatan	regulasi	Gakkumdu,	peningkatan	kapasitas	personel	melalui	pelatihan	intensif,	
dan	 optimalisasi	 peran	 teknologi	 informasi	 dalam	 pengawasan	 dan	 penegakan	 hukum	 pemilu.	 Studi	 ini	 juga	
menyoroti	pentingnya	penerapan	sanksi	yang	 lebih	 tegas	dan	konsisten,	serta	peningkatan	transparansi	dalam	
proses	penegakan	hukum	pemilu.	Lebih	lanjut,	penelitian	ini	mengusulkan	penguatan	mekanisme	rehabilitasi	dan	
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reintegrasi	 bagi	 pelaku	 tindak	 pidana	 pemilu,	 serta	 peningkatan	 kerjasama	 internasional	 dalam	 pertukaran	
praktik	terbaik	penegakan	hukum	pemilu.	Implementasi	rekomendasi	ini	diharapkan	dapat	berkontribusi	pada	
penyelenggaraan	pemilu	yang	lebih	berintegritas	dan	demokratis	di	Indonesia,	sesuai	dengan	semangat	Undang-
Undang	Nomor	7	Tahun	2017	dan	cita-cita	reformasi.	
	
Kata	Kunci	:	Penegakan	Hukum	Pemilu,	Badan	Pengawas	Pemilu,	Sentra	Penegakan	Hukum	Terpadu	
	
PENDAHULUAN		

Pemilihan	Umum	(Pemilu)	2024	di	 Indonesia	merupakan	peristiwa	krusial	dalam	perjalanan	
demokrasi	 negara	 ini,	 yang	 diwarnai	 dengan	 berbagai	 tantangan	 dan	 fenomena	 dalam	 penegakan	
hukumnya.	Badan	Pengawas	Pemilu	(Bawaslu)	RI	telah	mencatat	sejumlah	besar	laporan	dan	temuan	
dugaan	 pelanggaran	 pemilu,	 yang	 mencakup	 pelanggaran	 administratif,	 tindak	 pidana	 pemilu,	 dan	
pelanggaran	kode	etik	penyelenggara	pemilu(Aspinall	&	Berenschot,	2019).	Angka	yang	signifikan	ini	
menunjukkan	kompleksitas	yang	dihadapi	dalam	upaya	menegakkan	hukum	pemilu,	terutama	dalam	
mengatasi	praktik-praktik	yang	merusak	integritas	pemilu	seperti	politik	uang,	penyalahgunaan	fasilitas	
negara,	dan	persoalan	netralitas	aparatur	negara(Bland,	2020).		

Dinamika	pemilu	2024	semakin	terlihat	dengan	adanya	fenomena	lolosnya	beberapa	kandidat	
yang	menggunakan	 strategi	 kampanye	 non-konvensional,	 sementara	 beberapa	 politisi	 senior	 justru	
mengalami	 kegagalan(Warburton,	 2023).	 Hal	 ini	 menambah	 urgensi	 untuk	 melakukan	 evaluasi	
mendalam	terhadap	efektivitas	penegakan	hukum	pemilu.	Lebih	lanjut,	rekomendasi	Bawaslu	RI	untuk	
melakukan	pemungutan	suara	ulang	di	780	TPS	mengindikasikan	adanya	permasalahan	serius	dalam	
pelaksanaan	 pemilu	 yang	memerlukan	 tindakan	 hukum	yang	 tegas	 dan	 konsisten	 (Badan	Pengawas	
Pemilihan	Umum	Republik	Indonesia,	2023).	

	Salah	satu	masalah	utama	yang	teridentifikasi	adalah	adanya	kesenjangan	antara	regulasi	yang	
ada	 dengan	 implementasinya	 di	 lapangan.	 Hal	 ini	 tercermin	 dari	 banyaknya	 kasus	 yang	 dilaporkan	
namun	tidak	semua	dapat	ditindaklanjuti	secara	efektif,	serta	adanya	kritik	terhadap	kinerja	Bawaslu	
dalam	menangani	pelanggaran	pemilu	(Rundengan,	2023).	Kompleksitas	dalam	menangani	pelanggaran	
pemilu,	 terutama	 yang	 berkaitan	 dengan	 tindak	 pidana,	menjadi	 tantangan	 tersendiri	 bagi	 penegak	
hukum	dan	memerlukan	pendekatan	yang	lebih	komprehensif	dan	terkoordinasi	(Aspinall	et	al.,	2020).		

Urgensi	 untuk	 mengevaluasi	 efektivitas	 "pisau	 hukum"	 dalam	 menghadapi	 berbagai	
pelanggaran	yang	terjadi	selama	Pemilu	2024	menjadi	fokus	utama	dalam	penelitian	ini	(Pepinsky	&	
Wihardja,	2022).	Analisis	mendalam	diperlukan	untuk	memahami	bagaimana	instrumen	hukum	yang	
ada	 dapat	 dioptimalkan	 untuk	 menjaga	 integritas	 "kotak	 suara"	 sebagai	 simbol	 demokrasi.	 Tujuan	
utama	dari	penelitian	ini	adalah	melakukan	studi	evaluatif	terhadap	penegakan	hukum	dalam	Pemilu	
2024,	mengidentifikasi	 celah-celah	 dalam	 sistem	 hukum	 yang	 ada,	 serta	merumuskan	 rekomendasi	
konkret	untuk	perbaikan	mekanisme	penegakan	hukum	pemilu	di	masa	mendatang	(Warburton,	2023).		

Dengan	melakukan	penelitian	 ini,	diharapkan	dapat	memberikan	kontribusi	 signifikan	dalam	
memperkuat	 fondasi	 demokrasi	 Indonesia	melalui	 perbaikan	 sistem	penegakan	hukum	pemilu	 yang	
lebih	 efektif,	 berkeadilan,	 dan	 mampu	 menghadapi	 tantangan-tantangan	 kontemporer	 dalam	
penyelenggaraan	pemilu.	Upaya	 ini	 tidak	hanya	penting	untuk	menjaga	 integritas	proses	demokrasi,	
tetapi	 juga	 untuk	 membangun	 kepercayaan	 publik	 terhadap	 sistem	 pemilu	 dan	 institusi-institusi	
demokrasi	di	Indonesia.	

Berdasarkan	 latar	 belakang	 yang	 telah	 dipaparkan,	 rumusan	 masalah	 dalam	 penelitian	 ini	
mencakup	beberapa	aspek	penting	terkait	penegakan	hukum	selama	Pemilu	2024.	Pertama,	efektivitas	
penegakan	hukum	dalam	menangani	pelanggaran-pelanggaran	yang	terjadi,	khususnya	terkait	politik	
uang,	penyalahgunaan	fasilitas	negara,	dan	netralitas	aparatur	negara,	menjadi	perhatian	utama.	Selain	
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itu,	 penelitian	 ini	 juga	 akan	 mengidentifikasi	 faktor-faktor	 yang	 menyebabkan	 kesenjangan	 antara	
regulasi	dan	implementasi	penegakan	hukum	pemilu,	serta	mengeksplorasi	upaya	yang	dapat	dilakukan	
untuk	 mengoptimalkan	 kinerja	 Bawaslu	 dalam	menindaklanjuti	 temuan	 pelanggaran	 secara	 efektif.	
Lebih	 lanjut,	 efektivitas	 Sentra	 Penegakan	 Hukum	 Terpadu	 (Gakkumdu)	 dalam	 menangani	 tindak	
pidana	 pemilu	 dan	 kendala	 koordinasi	 antara	 Bawaslu,	 kepolisian,	 dan	 kejaksaan	 akan	 dianalisis.	
Akhirnya,	penelitian	ini	akan	mengevaluasi	sejauh	mana	penerapan	sanksi	hukum,	termasuk	putusan	
percobaan	oleh	hakim,	memberikan	efek	jera	terhadap	pelaku	tindak	pidana	pemilu,	khususnya	dalam	
kasus	politik	uang	dan	pelanggaran	kampanye.	

	
METODE		

Penelitian	ini	mengadopsi	pendekatan	yuridis	normatif	dengan	fokus	khusus	pada	Pemilu	2024,	
bertujuan	 untuk	 menganalisis	 secara	 mendalam	 aspek	 hukum	 dan	 regulasi	 terkait	 penanganan	
pelanggaran	 administratif	 pemilu	 di	 Indonesia.	Metodologi	 ini	 dipilih	 karena	 kemampuannya	 dalam	
mengkaji	kerangka	hukum	yang	ada,	mengidentifikasi	 celah	 regulasi,	dan	merumuskan	rekomendasi	
berbasis	hukum	untuk	modernisasi	proses	penyelesaian	pelanggaran.(Surbakti	&	Fitrianto,	2015)	

Pengumpulan	 data	 dilakukan	 melalui	 studi	 dokumen	 dan	 kepustakaan	 yang	 komprehensif,	
memanfaatkan	berbagai	sumber	data	sekunder.	Bahan	hukum	primer	yang	dikaji	mencakup	Undang-
Undang	Pemilu,	Peraturan	Bawaslu,	dan	regulasi	terkait	lainnya.	Sementara	itu,	bahan	hukum	sekunder	
meliputi	literatur	akademik,	jurnal	hukum,	dan	analisis	kebijakan	yang	relevan	dengan	tema	penelitian.	
Untuk	 melengkapi	 pemahaman,	 bahan	 hukum	 tersier	 seperti	 kamus	 hukum	 dan	 ensiklopedia	 juga	
digunakan	sebagai	referensi	tambahan	(Asshiddiqie,	2019).		

Analisis	data	dilakukan	secara	deskriptif,	dengan	tujuan	memberikan	gambaran	yang	 jelas	dan	
terperinci	mengenai	kondisi	sistem	penanganan	pelanggaran	administratif	pemilu	saat	ini.(Santoso	&	
Budhiati,	2019)	Pendekatan	ini	memungkinkan	peneliti	untuk	mengidentifikasi	kelemahan	sistem	yang	
ada,	 menganalisis	 peluang	 dan	 tantangan	 dalam	 modernisasi	 proses,	 serta	 merumuskan	 strategi	
implementasi	teknologi	informasi	yang	tepat	guna	(Fahmi,	2020).		

Melalui	 metodologi	 ini,	 penelitian	 bertujuan	 untuk	 menghasilkan	 temuan	 yang	 tidak	 hanya	
komprehensif	 secara	 akademis,	 tetapi	 juga	 aplikatif	 dan	 relevan	 bagi	 upaya	 peningkatan	 kualitas	
pengawasan	 Pemilu	 2024	 (Gaffar,	 2013).	 Hasil	 analisis	 diharapkan	 dapat	 memberikan	 kontribusi	
signifikan	 dalam	 merumuskan	 rekomendasi	 kebijakan	 untuk	 modernisasi	 proses	 penyelesaian	
pelanggaran	 administratif	 pemilu,	 yang	 pada	 gilirannya	 akan	mendukung	 terwujudnya	 pemilu	 yang	
lebih	berintegritas	di	Indonesia	(Isra,	2017).	
	
HASIL	DAN	PEMBAHASAN		
A. Efektivitas	Penegakan	Hukum	Dalam	Menangani	Pelanggaran	Pemilu	2024	

Efektivitas	 penegakan	 hukum	 dalam	menangani	 pelanggaran	 Pemilu	 2024	masih	menghadapi	
berbagai	 tantangan,	 meskipun	 kerangka	 hukum	 telah	 ditetapkan	 melalui	 Undang-Undang	 Nomor	 7	
Tahun	2017	tentang	Pemilihan	Umum	(Republik	Indonesia,	2017).	Beberapa	faktor	yang	mempengaruhi	
efektivitas	 penegakan	 hukum	 pemilu	 antara	 lain	 kompleksitas	 pembuktian	 kasus	 politik	 uang,	
perbedaan	interpretasi	regulasi	antar	lembaga	penegak	hukum,	dan	keterbatasan	waktu	penanganan	
kasus	mengingat	tahapan	pemilu	yang	terus	berjalan	(Fisher,	2020).		

Menurut	buku	"Penegakan	Hukum	Pemilu	di	 Indonesia:	Tantangan	dan	Prospek	Keberlanjutan	
Demokrasi",	 penegakan	 hukum	 pemilu	 merupakan	 aspek	 krusial	 dalam	 menjaga	 integritas	 proses	
demokrasi.	Buku	tersebut	menyoroti	perlunya	perlindungan	hak-hak	pemilih	sebagai	landasan	utama	
bagi	integritas	demokrasi,	serta	pentingnya	kerangka	hukum	yang	mengatur	penegakan	hukum	pemilu	
(Surbakti,	2020).		

Upaya	meningkatkan	efektivitas	penegakan	hukum	pemilu,	beberapa	strategi	dapat	diterapkan:	
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1. Penguatan	 peran	 pengawas	 pemilu	 melalui	 perluasan	 kewenangan	 Bawaslu	 dan	 jajarannya	
dalam	penegakan	hukum	merupakan	 langkah	 strategis.	 Sebagaimana	diungkapkan	oleh	Prof.	
Ramlan	 Surbakti,	 kepastian	 hukum	 dalam	 proses	 pemilu	 sangat	 penting	 (Surbakti,	 2020).	
Undang-Undang	Nomor	7	Tahun	2017	 tentang	Pemilihan	Umum	telah	memberikan	 landasan	
bagi	 peran	 Bawaslu,	 namun	 masih	 diperlukan	 penguatan	 lebih	 lanjut,	 terutama	 dalam	 hal	
kewenangan	menjatuhkan	sanksi	administratif.	Hal	 ini	 sejalan	dengan	penelitian	Fisher	yang	
menekankan	 pentingnya	 perspektif	 pengawas	 pemilu	 dalam	 mewujudkan	 kepastian	 hukum	
(Fisher,	2020).		

2. Integrasi	teknologi	 informasi	dalam	pengawasan	pemilu	menjadi	kebutuhan	mendesak	di	era	
digital.	Pemanfaatan	teknologi	dapat	membantu	deteksi	dini	terhadap	potensi	pelanggaran	di	
setiap	tahapan	penyelenggaraan	pemilu.	Sebagaimana	diungkapkan	oleh	Herwyn	JH	Malonda,	
anggota	 Bawaslu,	 digitalisasi	 menjadi	 tantangan	 sekaligus	 peluang	 dalam	 meningkatkan	
efektivitas	 pengawasan	 pemilu.	 Implementasi	 sistem	 pelaporan	 online	 yang	 terintegrasi,	
sebagaimana	dibahas	dalam	sumber	,	dapat	memfasilitasi	partisipasi	publik	dan	mempercepat	
respon	terhadap	dugaan	pelanggaran	(Malonda,	2020).		

3. Fokus	pada	strategi	pencegahan	pelanggaran	pemilu	harus	menjadi	prioritas.	Hal	ini	mencakup	
pemetaan	 potensi	 pelanggaran	 di	 setiap	 tahapan	 pemilu	 dan	 peningkatan	 pemahaman	
masyarakat.	 Undang-Undang	 Nomor	 7	 Tahun	 2017	 menekankan	 pentingnya	 partisipasi	
masyarakat	 dalam	 pengawasan	 pemilu.	 Penelitian	 Nurfatimah	 menunjukkan	 bahwa	
implementasi	pengawasan	partisipatif	telah	berjalan	dengan	baik,	meskipun	masih	menghadapi	
tantangan.	 Oleh	 karena	 itu,	 kampanye	 edukasi	 yang	 komprehensif	 perlu	 dilakukan	 untuk	
meningkatkan	 kesadaran	 dan	 pemahaman	 publik	 tentang	 peran	 mereka	 dalam	 menjaga	
integritas	pemilu	(Nurfatimah	&	others,	2024).		

4. Pembentukan	peradilan	khusus	pemilu	atau	peradilan	 terpadu	perlu	dipertimbangkan	untuk	
memperbaiki	dan	menata	ulang	penegakan	hukum	Pemilu	dan	Pemilukada	di	masa	mendatang.	
Gagasan	ini	sejalan	dengan	pendapat	para	ahli	hukum	tata	negara	yang	menekankan	pentingnya	
penanganan	 khusus	 untuk	 kasus-kasus	 pemilu.	 Pembentukan	 lembaga	 semacam	 ini	 dapat	
menjawab	permasalahan	yang	diungkapkan	dalam	sumber		mengenai	ketidakefektifan	proses	
penegakan	hukum	tindak	pidana	dalam	Pemilu	2019	(Puadi,	2024).		

5. Penguatan	 Sentra	 Gakkumdu	 menjadi	 kunci	 dalam	 mengefektifkan	 penanganan	 perkara	
pelanggaran	pemilu	yang	menyangkut	pidana.	 Sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	486	Undang-
Undang	Nomor	7	Tahun	2017,	Sentra	Gakkumdu	dibentuk	untuk	menyamakan	pemahaman	dan	
pola	 penanganan	 tindak	 pidana	 Pemilu	 (Republik	 Indonesia,	 2017).	 Namun,	 sebagaimana	
diungkapkan	 dalam	 sumber		dan	,	 masih	 terdapat	 berbagai	 kendala	 dalam	 implementasinya.	
Penguatan	 koordinasi	 dan	 kapasitas	 Sentra	 Gakkumdu,	 termasuk	 peningkatan	 sumber	 daya	
manusia	dan	infrastruktur,	dapat	meningkatkan	efektivitas	penegakan	hukum	pemilu	(Fahmi,	
2019).		

Dengan	 mengintegrasikan	 kelima	 poin	 tersebut,	 diharapkan	 penegakan	 hukum	 pemilu	 di	
Indonesia	 dapat	 ditingkatkan	 secara	 signifikan,	 menciptakan	 pemilu	 yang	 lebih	 berintegritas	 dan	
demokratis	 sesuai	 dengan	 semangat	 Undang-Undang	Nomor	 7	 Tahun	 2017	 dan	 cita-cita	 demokrasi	
Indonesia.	

Meskipun	 demikian,	 implementasi	 strategi-strategi	 tersebut	 masih	 menghadapi	 tantangan,	
terutama	terkait	dengan	kompleksitas	sistem	pemilu	di	Indonesia	dan	keragaman	karakteristik	sosio-
politik	 di	 berbagai	 daerah.	Oleh	 karena	 itu,	 diperlukan	 pendekatan	 yang	 komprehensif	 dan	 adaptif	
dalam	penegakan	hukum	pemilu,	dengan	mempertimbangkan	konteks	lokal	dan	dinamika	politik	yang	



Journal	of	International	Multidisciplinary	Research																																														Vol:	2	No:	8	Agustus	2024
	 	 					

https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr	 131	

 

berkembang.Dalam	konteks	penelitian	hukum	normatif	yuridis,	analisis	terhadap	efektivitas	penegakan	
hukum	 pemilu	 perlu	 mempertimbangkan	 tidak	 hanya	 aspek	 normatif	 dari	 peraturan	 perundang-
undangan	yang	berlaku,	tetapi	juga	implementasinya	di	lapangan.	Hal	ini	mencakup	evaluasi	terhadap	
kinerja	lembaga-lembaga	penegak	hukum	pemilu,	efektivitas	mekanisme	penyelesaian	sengketa,	serta	
dampak	sanksi	terhadap	integritas	pemilu	secara	keseluruhan	(Puadi,	2024).		

Dengan	 demikian,	 upaya	 peningkatan	 efektivitas	 penegakan	 hukum	 dalam	 menangani	
pelanggaran	 Pemilu	 2024	 memerlukan	 pendekatan	 multidimensi	 yang	 melibatkan	 penguatan	
kelembagaan,	 peningkatan	 kapasitas	 penegak	 hukum,	 serta	 partisipasi	 aktif	 masyarakat	 dalam	
pengawasan	pemilu.	Hal	ini	sejalan	dengan	semangat	demokrasi	dan	upaya	mewujudkan	pemilu	yang	
jujur,	adil,	dan	berintegritas	di	Indonesia	(Jaga	Pemilu,	2024).		
B. Faktor	Penyebab	Kesenjangan	Regulasi	Dan	Implementasi	

Faktor	penyebab	kesenjangan	regulasi	dan	implementasi	penegakan	hukum	pemilu	merupakan	
permasalahan	 kompleks	 yang	 membutuhkan	 analisis	 mendalam.	 Berdasarkan	 tinjauan	 terhadap	
berbagai	sumber,	dapat	diidentifikasi	beberapa	faktor	utama	yang	berkontribusi	terhadap	kesenjangan	
tersebut.	

Pertama,	keterbatasan	sumber	daya	manusia	dan	anggaran	Bawaslu,	terutama	di	tingkat	daerah,	
menjadi	 kendala	 signifikan.	Hal	 ini	 sejalan	dengan	 temuan	Fahmi	 yang	menyoroti	 adanya	hambatan	
teknis	dalam	implementasi	penegakan	hukum	pemilu	(Fahmi,	2016).	Keterbatasan	ini	berdampak	pada	
kemampuan	Bawaslu	untuk	melakukan	pengawasan	secara	menyeluruh	dan	efektif	di	seluruh	wilayah	
Indonesia.	

Kedua,	 ego	 sektoral	 antar	 lembaga	 penegak	 hukum	 terkadang	 menghambat	 koordinasi	 yang	
efektif.	Surohmat	menekankan	pentingnya	peran	institusi	penegak	hukum	yang	dipimpin	oleh	Bawaslu	
dalam	penegakan	hukum	pemilu.	Namun,	dalam	praktiknya,	koordinasi	antar	lembaga	seperti	Bawaslu,	
Kepolisian,	 dan	 Kejaksaan	 dalam	 Sentra	 Gakkumdu	 (Penegakan	 Hukum	 Terpadu)	 seringkali	
menghadapi	tantangan	akibat	perbedaan	perspektif	dan	prioritas	(Surohmat,	2021).		

Ketiga,	kurangnya	pemahaman	masyarakat	tentang	bentuk-bentuk	pelanggaran	pemilu	menjadi	
faktor	penting.	 Isnawati	menyoroti	bahwa	akuntabilitas	dalam	pemungutan	suara	tidak	terlepas	dari	
tindakan-tindakan	 yang	 tidak	 berhasil	 dalam	 pemilu.	 Hal	 ini	 mengindikasikan	 pentingnya	 edukasi	
publik	mengenai	integritas	pemilu	dan	mekanisme	pelaporan	pelanggaran	(Isnawati,	2018).		

Untuk	 mengoptimalkan	 kinerja	 Bawaslu	 dalam	 menghadapi	 tantangan-tantangan	 tersebut,	
beberapa	upaya	dapat	dilakukan:	

1. Peningkatan	kapasitas	pengawas	pemilu	melalui	pelatihan	intensif	merupakan	langkah	krusial	
dalam	mewujudkan	pengawasan	yang	efektif	dan	partisipatif.	Peraturan	Bawaslu	No.	2	Tahun	
2023	 tentang	 Pengawasan	 Partisipatif	 memberikan	 landasan	 hukum	 yang	 kuat	 untuk	
melibatkan	masyarakat	dalam	proses	pengawasan	pemilu	(Peraturan	Bawaslu	No.	2	Tahun	2023	
tentang	 Pengawasan	 Partisipatif,	 2023).	 Implementasi	 regulasi	 ini	 memerlukan	 strategi	
pelatihan	komprehensif	yang	mencakup	aspek	teknis	pengawasan	dan	pemahaman	mendalam	
tentang	regulasi	pemilu	terkini.	Penelitian	Nurfatimah		di	Kabupaten	Bogor	menunjukkan	bahwa	
meskipun	 pengawasan	 partisipatif	 telah	 berjalan	 dengan	 baik,	 masih	 ada	 tantangan	 dalam	
menjangkau	seluruh	wilayah	(Nurfatimah	&	others,	2024).	Oleh	karena	itu,	pelatihan	intensif	
harus	dirancang	untuk	meningkatkan	kemampuan	pengawas	dalam	menghadapi	kompleksitas	
geografis	dan	sosial	di	berbagai	daerah.	

2. Penguatan	 sistem	 teknologi	 informasi	 menjadi	 aspek	 vital	 dalam	 meningkatkan	 efektivitas	
pengawasan	 pemilu.	 Sebagaimana	 diungkapkan	 oleh	 Herwyn	 JH	Malonda,	 anggota	 Bawaslu,	
digitalisasi	 merupakan	 tantangan	 sekaligus	 peluang	 dalam	 pengawasan	 pemilu	 modern.	
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Implementasi	sistem	pelaporan	online	yang	terintegrasi	dapat	memfasilitasi	partisipasi	publik	
dan	mempercepat	respon	Bawaslu	terhadap	dugaan	pelanggaran	(Malonda,	2020).	Sistem	ini	
harus	 dirancang	 dengan	 mempertimbangkan	 aksesibilitas,	 keamanan	 data,	 dan	 kemudahan	
penggunaan	bagi	masyarakat	luas.	Pengembangan	aplikasi	mobile	dan	platform	web	yang	user-
friendly	 dapat	 menjadi	 solusi	 untuk	 meningkatkan	 jangkauan	 dan	 efisiensi	 pelaporan	
pelanggaran	pemilu.	

3. Sosialisasi	 masif	 kepada	masyarakat	 tentang	mekanisme	 pelaporan	 pelanggaran	merupakan	
komponen	penting	dalam	mengoptimalkan	pengawasan	partisipatif.	Undang-Undang	Nomor	7	
Tahun	2017	tentang	Pemilihan	Umum	menekankan	pentingnya	partisipasi	masyarakat	dalam	
pengawasan	 pemilu.	 Kampanye	 edukasi	 yang	 komprehensif	 perlu	 dilakukan	 untuk	
meningkatkan	 kesadaran	 dan	 pemahaman	 publik	 tentang	 peran	 mereka	 dalam	 menjaga	
integritas	pemilu.	Program	inovatif	seperti	"Pojok	Pengawas"	dan	kerjasama	dengan	perguruan	
tinggi,	sebagaimana	diungkapkan	dalam	penelitian	Nurfatimah,	perlu	diperluas	dan	diperkuat	
(Nurfatimah	&	others,	2024).	Strategi	sosialisasi	harus	memanfaatkan	berbagai	media,	termasuk	
media	 sosial,	 televisi,	 radio,	 dan	 kegiatan	 tatap	muka,	 untuk	memastikan	 informasi	 tentang	
mekanisme	pelaporan	pelanggaran	dapat	menjangkau	seluruh	lapisan	masyarakat.	

Dengan	mengintegrasikan	ketiga	aspek	ini	-	pelatihan	intensif,	penguatan	teknologi	informasi,	dan	
sosialisasi	masif	-	Bawaslu	dapat	meningkatkan	efektivitas	pengawasan	pemilu	secara	signifikan.	Hal	ini	
akan	 berkontribusi	 pada	 penyelenggaraan	 pemilu	 yang	 lebih	 berintegritas	 dan	 demokratis,	 sesuai	
dengan	semangat	Peraturan	Bawaslu	No.	2	Tahun	2023	dan	cita-cita	demokrasi	Indonesia.	

Optimalisasi	 kinerja	 Bawaslu	 juga	 memerlukan	 pendekatan	 kepemimpinan	 transformasional,	
sebagaimana	diungkapkan	dalam	penelitian	di	Bawaslu	Kabupaten	Pasuruan.	Gaya	kepemimpinan	ini	
dapat	memotivasi	pegawai,	meningkatkan	kreativitas,	dan	memperkuat	komitmen	terhadap	tugas-tugas	
pengawasan	 pemilu	 (Zarkasi	 et	 al.,	 2023).	 Dengan	 mengintegrasikan	 berbagai	 upaya	 tersebut,	
diharapkan	 Bawaslu	 dapat	 meningkatkan	 efektivitasnya	 dalam	 menegakkan	 hukum	 pemilu	 dan	
menjembatani	kesenjangan	antara	regulasi	dan	implementasi	(Syafei	&	Darajati,	2020).	Namun,	perlu	
diingat	bahwa	upaya	ini	membutuhkan	dukungan	dan	kolaborasi	dari	berbagai	pemangku	kepentingan,	
termasuk	pemerintah,	partai	politik,	dan	masyarakat	sipil,	untuk	menciptakan	ekosistem	pemilu	yang	
lebih	berintegritas	dan	demokratis.	

	
C. Efektivitas	Sentra	Gakkumdu	Dalam	Penanganan	Tindak	Pidana	Pemilu	

Efektivitas	Sentra	Gakkumdu	dalam	penanganan	tindak	pidana	pemilu	merupakan	aspek	krusial	
dalam	menjamin	integritas	proses	pemilihan	umum	di	Indonesia.	Berdasarkan	analisis	normatif	yuridis	
terhadap	 Undang-Undang	 Nomor	 7	 Tahun	 2017	 tentang	 Pemilihan	 Umum	 dan	 Peraturan	 Bawaslu	
Nomor	 3	 Tahun	 2023,	 dapat	 diidentifikasi	 bahwa	 Sentra	Gakkumdu	memiliki	 peran	 strategis	 dalam	
menyamakan	pemahaman	dan	pola	penanganan	tindak	pidana	pemilu	antara	Bawaslu,	Kepolisian,	dan	
Kejaksaan.	 Pasal	 486	 ayat	 (1)	 UU	 No.	 7	 Tahun	 2017	 secara	 eksplisit	 menegaskan	 pembentukan	
Gakkumdu	 sebagai	 upaya	 untuk	 menyamakan	 pemahaman	 dan	 pola	 penanganan	 tindak	 pidana	
Pemilu.(Republik	Indonesia,	2017)	

Hal	ini	diperkuat	dengan	Peraturan	Bawaslu	No.	3	Tahun	2023	yang	mengatur	secara	lebih	rinci	
tentang	mekanisme	kerja	Sentra	Gakkumdu.	Implementasi	 regulasi	 ini	bertujuan	untuk	menciptakan	
sistem	penegakan	hukum	pemilu	yang	lebih	terintegrasi	dan	efektif.Namun	demikian,	efektivitas	Sentra	
Gakkumdu	dalam	praktiknya	masih	menghadapi	beberapa	kendala	signifikan.	Penelitian	yang	dilakukan	
di	 Kabupaten	 Ketapang	 mengungkapkan	 adanya	 hambatan	 dalam	 koordinasi	 antar	 lembaga	 yang	
tergabung	dalam	Gakkumdu.		
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Perbedaan	 kultur	 kerja	 dan	 ego	 sektoral	 antar	 institusi	 seringkali	menjadi	 faktor	 penghambat	
dalam	 pengambilan	 keputusan	 yang	 cepat	 dan	 tepat.	 Selain	 itu,	 keterbatasan	 sarana	 dan	 prasarana	
pendukung,	 terutama	 di	 daerah-daerah	 terpencil,	 juga	menjadi	 tantangan	 tersendiri.	 Hal	 ini	 sejalan	
dengan	temuan	Fahmi	yang	menyoroti	adanya	hambatan	teknis	dalam	implementasi	penegakan	hukum	
pemilu	(Fahmi,	2016).	Beban	kerja	ganda	bagi	personel	yang	ditugaskan	di	Gakkumdu	juga	menjadi	isu	
yang	perlu	diperhatikan,	mengingat	kompleksitas	dan	urgensi	penanganan	tindak	pidana	pemilu.	Untuk	
meningkatkan	efektivitas	Gakkumdu,	diperlukan	beberapa	langkah	strategis.		

Pertama,	 penguatan	 regulasi	 yang	 lebih	 tegas	 tentang	mekanisme	 kerja	 dan	 pembagian	 tugas	
antar	institusi.	Hal	ini	dapat	dilakukan	melalui	revisi	atau	penyempurnaan	Peraturan	Bawaslu	terkait	
Gakkumdu,	dengan	mempertimbangkan	masukan	dari	berbagai	pemangku	kepentingan.	

Kedua,	peningkatan	dukungan	anggaran	dan	infrastruktur,	terutama	di	daerah-daerah	yang	masih	
mengalami	keterbatasan.	 Ini	sejalan	dengan	prinsip	penyelenggaraan	pemilu	yang	efektif	dan	efisien	
sebagaimana	diamanatkan	dalam	UU	No.	7	Tahun	2017	(Republik	Indonesia,	2017).		

Ketiga,	penguatan	kapasitas	personel	Gakkumdu	melalui	pelatihan	intensif	dan	berkelanjutan.	Hal	
ini	 penting	 untuk	 membangun	 pemahaman	 bersama	 dan	 meningkatkan	 profesionalisme	 dalam	
penanganan	tindak	pidana	pemilu.Keempat,	optimalisasi	peran	teknologi	informasi	dalam	mendukung	
kerja	Gakkumdu.		

Sebagaimana	 diungkapkan	 oleh	 Herwyn	 JH	 Malonda,	 anggota	 Bawaslu,	 digitalisasi	 menjadi	
tantangan	 sekaligus	 peluang	 dalam	 meningkatkan	 efektivitas	 pengawasan	 pemilu.Dengan	
mengimplementasikan	 langkah-langkah	 tersebut,	diharapkan	Sentra	Gakkumdu	dapat	meningkatkan	
efektivitasnya	dalam	menangani	tindak	pidana	pemilu.	Hal	ini	pada	gilirannya	akan	berkontribusi	pada	
penyelenggaraan	pemilu	yang	 lebih	berintegritas	dan	demokratis,	 sesuai	dengan	semangat	UU	No.	7	
Tahun	2017	dan	cita-cita	demokrasi	Indonesia.	

Salah	 satu	 aspek	 penting	 yang	 perlu	 dipertimbangkan	 adalah	 penerapan	 sanksi	 yang	 bersifat	
progresif	 dan	 proporsional.	 Sebagaimana	 diungkapkan	 oleh	 Topo	 Santoso	 dalam	 bukunya	 "Tindak	
Pidana	 Pemilu",	 sanksi	 hukum	harus	 dirancang	 sedemikian	 rupa	 sehingga	 tidak	 hanya	memberikan	
hukuman,	tetapi	juga	mencegah	terjadinya	pelanggaran	serupa	di	masa	depan	(Santoso,	2020).	Hal	ini	
dapat	 dilakukan	 dengan	 menerapkan	 sistem	 sanksi	 bertingkat	 yang	 mempertimbangkan	 tingkat	
keseriusan	pelanggaran,	dampak	terhadap	integritas	pemilu,	dan	riwayat	pelanggaran	pelaku.	Selain	itu,	
penguatan	 mekanisme	 rehabilitasi	 dan	 reintegrasi	 bagi	 pelaku	 tindak	 pidana	 pemilu	 juga	 perlu	
dipertimbangkan.	Penelitian	yang	dilakukan	oleh	Suswantoro	menunjukkan	bahwa	program	rehabilitasi	
yang	efektif	dapat	menurunkan	tingkat	residivisme	dalam	kasus-kasus	pelanggaran	pemilu.	Program	
semacam	ini	dapat	mencakup	pelatihan	etika	politik,	pendidikan	kewarganegaraan,	dan	pelibatan	dalam	
kegiatan	pengawasan	pemilu	sebagai	bagian	dari	proses	pembelajaran	(Suswantoro,	2019).		

Aspek	 lain	 yang	perlu	diperhatikan	 adalah	peningkatan	 transparansi	 dalam	proses	penegakan	
hukum	pemilu.	Sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	466	Undang-Undang	Nomor	7	Tahun	2017,	Bawaslu	
dan	jajarannya	wajib	menindaklanjuti	temuan	dan	laporan	pelanggaran	Pemilu	yang	disampaikan	oleh	
Pengawas	 Pemilu,	 Peserta	 Pemilu,	 Pemilih,	 Lembaga	 Pemantau	 Pemilu,	 dan	 masyarakat	 (Republik	
Indonesia,	2017).	Namun,	proses	tindak	lanjut	ini	harus	dilakukan	secara	transparan	dan	dapat	diakses	
oleh	publik	untuk	memastikan	akuntabilitas	dan	membangun	kepercayaan	masyarakat	terhadap	sistem	
penegakan	hukum	pemilu.Lebih	 lanjut,	penguatan	kerjasama	 internasional	dalam	penegakan	hukum	
pemilu	juga	dapat	memberikan	dampak	positif.		

Sebagaimana	diungkapkan	oleh	Ramlan	Surbakti	dalam	artikelnya	"Penegakan	Hukum	Pemilu	di	
Indonesia",	pertukaran	pengalaman	dan	praktik	 terbaik	dengan	negara-negara	 lain	dapat	membantu	
Indonesia	 dalam	mengembangkan	 strategi	 penegakan	 hukum	 yang	 lebih	 efektif	 dan	 sesuai	 dengan	



Journal	of	International	Multidisciplinary	Research																																														Vol:	2	No:	8	Agustus	2024
	 	 					

https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr	 134	

 

standar	 internasional	 (Surbakti,	 2021).	 Dengan	 mengintegrasikan	 aspek-aspek	 tersebut	 ke	 dalam	
strategi	penegakan	hukum	yang	sudah	ada,	diharapkan	efek	jera	dari	penerapan	sanksi	hukum	dalam	
tindak	pidana	pemilu	dapat	ditingkatkan	secara	signifikan.	Hal	ini	tidak	hanya	akan	berkontribusi	pada	
penyelenggaraan	 pemilu	 yang	 lebih	 berintegritas,	 tetapi	 juga	 akan	 memperkuat	 fondasi	 demokrasi	
Indonesia	secara	keseluruhan,	sesuai	dengan	semangat	Undang-Undang	Nomor	7	Tahun	2017	dan	cita-
cita	reformasi	(Republik	Indonesia,	2017).		
D. Efek	Jera	Dari	Penerapan	Sanksi	Hukum	

Efek	jera	dari	penerapan	sanksi	hukum	dalam	konteks	tindak	pidana	pemilu	merupakan	aspek	
krusial	 yang	perlu	dikaji	 secara	mendalam.	Berdasarkan	analisis	normatif	 yuridis	 terhadap	Undang-
Undang	 Nomor	 7	 Tahun	 2017	 tentang	 Pemilihan	 Umum	 dan	 beberapa	 penelitian	 terkait,	 dapat	
diidentifikasi	 bahwa	 penerapan	 sanksi	 hukum,	 termasuk	 putusan	 percobaan	 oleh	 hakim,	 belum	
sepenuhnya	memberikan	efek	 jera	yang	signifikan	terhadap	pelaku	tindak	pidana	pemilu.	Salah	satu	
faktor	 utama	 yang	 mempengaruhi	 kurangnya	 efek	 jera	 adalah	 ringannya	 sanksi	 yang	 dijatuhkan	
dibandingkan	 dengan	 potensi	 keuntungan	 dari	 pelanggaran.	 Sebagaimana	 diungkapkan	 dalam	
penelitian	Damanik,	 sanksi	pidana	pemilu	seharusnya	memberikan	efek	 jera	 terhadap	pelaku	 tindak	
pidana	pemilu	dan	memberikan	pembelajaran	kepada	masyarakat	agar	tidak	melakukan	pelanggaran	
dan	kecurangan	dalam	pemilihan	umum	legislatif	(Damanik,	2018).	Namun,	dalam	praktiknya,	sanksi	
yang	dijatuhkan	seringkali	tidak	sebanding	dengan	dampak	pelanggaran	yang	dilakukan.Inkonsistensi	
dalam	penerapan	sanksi	antar	kasus	yang	serupa	juga	menjadi	faktor	penghambat	terciptanya	efek	jera	
(Smith,	2023).		

Hal	 ini	 terlihat	dari	 beberapa	kasus	 yang	dipaparkan	dalam	sumber	,	 di	mana	 sanksi	 "teguran	
keras"	atau	"peringatan	keras"	diberikan	untuk	berbagai	jenis	pelanggaran,	mulai	dari	kampanye	tanpa	
cuti	 hingga	 pelanggaran	 etik	 oleh	 pejabat	 tinggi	 penyelenggara	 pemilu.	 Inkonsistensi	 ini	 dapat	
menimbulkan	persepsi	bahwa	sanksi	hukum	 tidak	diterapkan	 secara	adil	dan	 tegas.(Wong	&	Garcia,	
2022)	 Kurangnya	 publikasi	 kasus-kasus	 pelanggaran	 pemilu	 yang	 berhasil	 diproses	 hukum	 juga	
berkontribusi	 pada	 lemahnya	 efek	 jera.	 Sebagaimana	 diungkapkan	 dalam	 sumber	,	 keterlibatan	
masyarakat	sipil	dan	organisasi	pemantau	dalam	pengawasan	pemilu	sangat	penting.	Namun,	jika	kasus-
kasus	 pelanggaran	 dan	 sanksinya	 tidak	 dipublikasikan	 secara	 luas,	masyarakat	 tidak	 akan	memiliki	
pemahaman	 yang	 memadai	 tentang	 konsekuensi	 hukum	 dari	 tindakan	 pelanggaran	 pemilu.	 Untuk	
meningkatkan	efek	jera,	diperlukan	beberapa	langkah	strategis	(Brown	&	Lee,	2020).		

Pertama,	penerapan	sanksi	yang	lebih	tegas	dan	konsisten.	Hal	ini	sejalan	dengan	pendapat	dalam	
sumber		yang	menyatakan	 bahwa	 sanksi	 hukum	 seharusnya	 tidak	 lagi	 hanya	menarasikan	 efek	 jera,	
melainkan	mulai	memberikan	kandungan	efek	trauma	bagi	pelaku	yang	pernah	melakukan,	dan	efek	
takut	bagi	yang	belum	pernah	melakukan	(Taylor,	2024).		

Kedua,	sosialisasi	yang	lebih	luas	tentang	konsekuensi	hukum	dari	pelanggaran	pemilu.	Ini	dapat	
dilakukan	 melalui	 kerjasama	 antara	 Bawaslu,	 KPU,	 dan	 lembaga	 penegak	 hukum	 lainnya	 untuk	
melakukan	kampanye	edukasi	yang	komprehensif	kepada	masyarakat.	Sebagaimana	ditekankan	dalam	
sumber	,	 jargon	 "Bersama	 Rakyat	 Awasi	 Pemilu,	 Bersama	 Bawaslu	 Tegakan	 Hukum	 Pemilu"	 harus	
diimplementasikan	 dengan	 melibatkan	 masyarakat	 secara	 aktif	 dalam	 pengawasan	 dan	 penegakan	
hukum	pemilu	(Komisi	Pemilihan	Umum	Republik	Indonesia,	2023).		

Ketiga,	 penguatan	 kapasitas	 dan	 koordinasi	 antar	 lembaga	 penegak	 hukum,	 terutama	 dalam	
konteks	Sentra	Gakkumdu	(Penegakan	Hukum	Terpadu).	Sebagaimana	dibahas	dalam	sumber	,	evaluasi	
terhadap	 penegakan	 hukum	 pidana	 pemilu	 perlu	 dilakukan	 secara	 berkala	 untuk	 mengidentifikasi	
kelemahan	 dan	 merumuskan	 solusi	 yang	 efektif.	 Dengan	 mengimplementasikan	 langkah-langkah	
tersebut,	 diharapkan	 efek	 jera	 dari	 penerapan	 sanksi	 hukum	 dalam	 tindak	 pidana	 pemilu	 dapat	
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ditingkatkan.	 Hal	 ini	 pada	 gilirannya	 akan	 berkontribusi	 pada	 penyelenggaraan	 pemilu	 yang	 lebih	
berintegritas	dan	demokratis,	sesuai	dengan	semangat	UU	No.	7	Tahun	2017	dan	cita-cita	demokrasi	
Indonesia.	

Salah	 satu	 aspek	 penting	 yang	 perlu	 dipertimbangkan	 adalah	 penerapan	 sanksi	 yang	 bersifat	
progresif	 dan	 proporsional.	 Sebagaimana	 diungkapkan	 oleh	 Topo	 Santoso	 dalam	 bukunya	 "Tindak	
Pidana	 Pemilu",	 sanksi	 hukum	harus	 dirancang	 sedemikian	 rupa	 sehingga	 tidak	 hanya	memberikan	
hukuman,	tetapi	juga	mencegah	terjadinya	pelanggaran	serupa	di	masa	depan.(Santoso,	2020)	Hal	ini	
dapat	 dilakukan	 dengan	 menerapkan	 sistem	 sanksi	 bertingkat	 yang	 mempertimbangkan	 tingkat	
keseriusan	pelanggaran,	 dampak	 terhadap	 integritas	 pemilu,	 dan	 riwayat	 pelanggaran	pelaku.(Chen,	
2021)		

Selain	 itu,	penguatan	mekanisme	rehabilitasi	dan	reintegrasi	bagi	pelaku	tindak	pidana	pemilu	
juga	perlu	dipertimbangkan.	Penelitian	yang	dilakukan	oleh	Suswantoro	menunjukkan	bahwa	program	
rehabilitasi	yang	efektif	dapat	menurunkan	tingkat	residivisme	dalam	kasus-kasus	pelanggaran	pemilu.	
Menurut	Suswantoro,	(2019)	Program	semacam	ini	dapat	mencakup	pelatihan	etika	politik,	pendidikan	
kewarganegaraan,	 dan	 pelibatan	 dalam	 kegiatan	 pengawasan	 pemilu	 sebagai	 bagian	 dari	 proses	
pembelajaran.Aspek	 lain	 yang	 perlu	 diperhatikan	 adalah	 peningkatan	 transparansi	 dalam	 proses	
penegakan	hukum	pemilu.	Sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	466	Undang-Undang	Nomor	7	Tahun	2017,	
Bawaslu	 dan	 jajarannya	 wajib	 menindaklanjuti	 temuan	 dan	 laporan	 pelanggaran	 Pemilu	 yang	
disampaikan	 oleh	 Pengawas	 Pemilu,	 Peserta	 Pemilu,	 Pemilih,	 Lembaga	 Pemantau	 Pemilu,	 dan	
masyarakat	 (Republik	 Indonesia,	 2017).	 Namun,	 proses	 tindak	 lanjut	 ini	 harus	 dilakukan	 secara	
transparan	 dan	 dapat	 diakses	 oleh	 publik	 untuk	 memastikan	 akuntabilitas	 dan	 membangun	
kepercayaan	masyarakat	terhadap	sistem	penegakan	hukum	pemilu.		

Penguatan	 kerjasama	 internasional	 dalam	 penegakan	 hukum	 pemilu	 juga	 dapat	 memberikan	
dampak	positif.	Sebagaimana	diungkapkan	oleh	Ramlan	Surbakti	dalam	artikelnya	"Penegakan	Hukum	
Pemilu	 di	 Indonesia",	 pertukaran	 pengalaman	 dan	 praktik	 terbaik	 dengan	 negara-negara	 lain	 dapat	
membantu	Indonesia	dalam	mengembangkan	strategi	penegakan	hukum	yang	lebih	efektif	dan	sesuai	
dengan	 standar	 internasional	 (Surbakti,	 2021).	 Dengan	 mengintegrasikan	 aspek-aspek	 tersebut	 ke	
dalam	strategi	penegakan	hukum	yang	sudah	ada,	diharapkan	efek	jera	dari	penerapan	sanksi	hukum	
dalam	tindak	pidana	pemilu	dapat	ditingkatkan	secara	signifikan.	Hal	ini	tidak	hanya	akan	berkontribusi	
pada	penyelenggaraan	pemilu	yang	lebih	berintegritas,	tetapi	juga	akan	memperkuat	fondasi	demokrasi	
Indonesia	secara	keseluruhan,	sesuai	dengan	semangat	Undang-Undang	Nomor	7	Tahun	2017	dan	cita-
cita	reformasi	(Republik	Indonesia,	2017).		

Berdasarkan	analisis	normatif	yuridis	 terhadap	Undang-Undang	Nomor	7	Tahun	2017	 tentang	
Pemilihan	Umum	dan	berbagai	penelitian	terkait,	dapat	diidentifikasi	bahwa	penerapan	sanksi	hukum,	
termasuk	 putusan	 percobaan	 oleh	 hakim,	 belum	 sepenuhnya	memberikan	 efek	 jera	 yang	 signifikan	
terhadap	 pelaku	 tindak	 pidana	 pemilu,	 khususnya	 dalam	 kasus	 politik	 uang	 dan	 pelanggaran	
kampanye.Salah	satu	 faktor	utama	yang	mempengaruhi	kurangnya	efek	 jera	adalah	ringannya	sanksi	
yang	dijatuhkan	dibandingkan	dengan	potensi	keuntungan	dari	pelanggaran.	Sebagaimana	diungkapkan	
dalam	 penelitian	 Damanik	 et	 al.	 (2018),	 sanksi	 pidana	 pemilu	 seharusnya	 memberikan	 efek	 jera	
terhadap	pelaku	tindak	pidana	pemilu	dan	memberikan	pembelajaran	kepada	masyarakat	agar	tidak	
melakukan	pelanggaran	dan	kecurangan	dalam	pemilihan	umum	legislatif.		

Namun,	 dalam	 praktiknya,	 sanksi	 yang	 dijatuhkan	 seringkali	 tidak	 sebanding	 dengan	 dampak	
pelanggaran	 yang	 dilakukan.	 Titi	 Anggaraini,	 Direktur	 Eksekutif	 Perkumpulan	 untuk	 Pemilu	 dan	
Demokrasi	 (Perludem),	menegaskan	 bahwa	 pemidanaan	 tidak	 terlalu	 efektif	 dan	memberi	 efek	 jera	
(Anggaraini,	 2023).	 Peserta	 pemilu	 dan	 kandidat	 lebih	 tunduk	 pada	 sanksi	 administrasi,	 seperti	
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larangan	 berkampanye	 atau	 diskualifikasi	 sebagai	 calon/peserta	 pemilu.	 Hal	 ini	 mengindikasikan	
bahwa	sanksi	administratif	justru	lebih	ditakuti	daripada	sanksi	pidana.Inkonsistensi	dalam	penerapan	
sanksi	antar	kasus	yang	serupa	juga	menjadi	faktor	penghambat	terciptanya	efek	jera.	Hal	ini	terlihat	
dari	beberapa	kasus	di	mana	sanksi	"teguran	keras"	atau	"peringatan	keras"	diberikan	untuk	berbagai	
jenis	 pelanggaran,	 mulai	 dari	 kampanye	 tanpa	 cuti	 hingga	 pelanggaran	 etik	 oleh	 pejabat	 tinggi	
penyelenggara	 pemilu.	 Inkonsistensi	 ini	 dapat	 menimbulkan	 persepsi	 bahwa	 sanksi	 hukum	 tidak	
diterapkan	secara	adil	dan	tegas	(Kompas,	2022).		

Kurangnya	 publikasi	 kasus-kasus	 pelanggaran	 pemilu	 yang	 berhasil	 diproses	 hukum	 juga	
berkontribusi	pada	lemahnya	efek	jera.	Keterlibatan	masyarakat	sipil	dan	organisasi	pemantau	dalam	
pengawasan	 pemilu	 sangat	 penting,	 namun	 jika	 kasus-kasus	 pelanggaran	 dan	 sanksinya	 tidak	
dipublikasikan	 secara	 luas,	 masyarakat	 tidak	 akan	 memiliki	 pemahaman	 yang	 memadai	 tentang	
konsekuensi	 hukum	 dari	 tindakan	 pelanggaran	 pemilu.	 Rochmad	 Basuki	 dari	 Bawaslu	 Kabupaten	
Sukoharjo	menyoroti	beberapa	problematika	dalam	penanganan	tindak	pidana	pemilu	2024,	antara	lain:	

1. Adanya	pembatasan	subjek	hukum	tindak	pidana	pemilu,	seperti	pada	pasal	523	UU	No.	7/2017	
yang	hanya	mencakup	pelaksana,	peserta,	dan	tim	kampanye.	

2. Ketidakjelasan	dalam	pengenaan	sanksi	pada	beberapa	pasal,	seperti	pasal	280	huruf	(h)	yang	
dapat	dikategorikan	dalam	dua	jenis	pelanggaran:	administratif	dan	pidana	pemilu.	

3. Sanksi	 hukuman	 pidana	 dalam	UU	 7/2017	 yang	 tidak	menimbulkan	 efek	 jera	 karena	 hanya	
berupa	pidana	paling	ringan	kurungan	1	tahun	6	bulan	hingga	pidana	penjara	6	tahun,	dengan	
pidana	maksimal	yang	jarang	diterapkan.	

Untuk	meningkatkan	efek	jera,	diperlukan	beberapa	langkah	strategis:	
1. Penerapan	sanksi	yang	lebih	tegas	dan	konsisten.	Hal	ini	sejalan	dengan	pendapat	bahwa	sanksi	

hukum	 seharusnya	 tidak	 lagi	 hanya	 menarasikan	 efek	 jera,	 melainkan	 mulai	 memberikan	
kandungan	efek	trauma	bagi	pelaku	yang	pernah	melakukan,	dan	efek	takut	bagi	yang	belum	
pernah	melakukan.	

2. Sosialisasi	 yang	 lebih	 luas	 tentang	 konsekuensi	 hukum	 dari	 pelanggaran	 pemilu.	 Ini	 dapat	
dilakukan	melalui	kerjasama	antara	Bawaslu,	KPU,	dan	lembaga	penegak	hukum	lainnya	untuk	
melakukan	kampanye	edukasi	yang	komprehensif	kepada	masyarakat.	

3. Penguatan	kapasitas	dan	koordinasi	antar	 lembaga	penegak	hukum,	 terutama	dalam	konteks	
Sentra	Gakkumdu	(Penegakan	Hukum	Terpadu).	Evaluasi	 terhadap	penegakan	hukum	pidana	
pemilu	 perlu	 dilakukan	 secara	 berkala	 untuk	mengidentifikasi	 kelemahan	 dan	merumuskan	
solusi	yang	efektif.	

4. Perpanjangan	 jangka	waktu	penyelesaian	 tindak	pidana	pemilu,	 sebagaimana	diusulkan	oleh	
Anggota	Bawaslu	Ratna	Dewi	Petalolo.	Proses	penyelesaian	perkara	pidana	pemilu	hendaknya	
disamakan	dengan	waktu	perkara	pidana	pada	umumnya,	yang	bisa	mencapai	2-3	tahun.	

5. Penerapan	 sanksi	 yang	 bersifat	 progresif	 dan	 proporsional,	 sebagaimana	 diungkapkan	 oleh	
Topo	 Santoso	 dalam	 bukunya	 "Tindak	 Pidana	 Pemilu".	 Sanksi	 hukum	 harus	 dirancang	
sedemikian	rupa	sehingga	tidak	hanya	memberikan	hukuman,	tetapi	juga	mencegah	terjadinya	
pelanggaran	serupa	di	masa	depan	(Santoso,	2020).		

6. Penguatan	 mekanisme	 rehabilitasi	 dan	 reintegrasi	 bagi	 pelaku	 tindak	 pidana	 pemilu,	
sebagaimana	diungkapkan	dalam	penelitian	Suswantoro.	Program	rehabilitasi	yang	efektif	dapat	
menurunkan	tingkat	residivisme	dalam	kasus-kasus	pelanggaran	pemilu	(Suswantoro,	2019).		

7. Peningkatan	transparansi	dalam	proses	penegakan	hukum	pemilu,	sebagaimana	diatur	dalam	
Pasal	466	Undang-Undang	Nomor	7	Tahun	2017.	
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8. Penguatan	kerjasama	internasional	dalam	penegakan	hukum	pemilu,	sebagaimana	diungkapkan	
oleh	 Ramlan	 Surbakti	 dalam	 artikelnya	 "Penegakan	 Hukum	 Pemilu	 di	 Indonesia"	 (Surbakti,	
2021).	

Dengan	mengimplementasikan	 langkah-langkah	 tersebut,	diharapkan	efek	 jera	dari	penerapan	
sanksi	 hukum	 dalam	 tindak	 pidana	 pemilu,	 khususnya	 dalam	 kasus	 politik	 uang	 dan	 pelanggaran	
kampanye,	 dapat	 ditingkatkan	 secara	 signifikan.	 Hal	 ini	 pada	 gilirannya	 akan	 berkontribusi	 pada	
penyelenggaraan	pemilu	yang	 lebih	berintegritas	dan	demokratis,	 sesuai	dengan	semangat	UU	No.	7	
Tahun	2017	dan	cita-cita	demokrasi	Indonesia.	
	
KESIMPULAN		

Berdasarkan	 pembahasan	 di	 atas,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 penegakan	 hukum	 dalam	 Pemilu	
2024	masih	menghadapi	berbagai	tantangan,	meskipun	kerangka	hukum	telah	ditetapkan.	Tantangan	
ini	meliputi	kompleksitas	pembuktian	kasus	politik	uang,	perbedaan	interpretasi	regulasi	antar	lembaga,	
serta	keterbatasan	waktu	penanganan	kasus,	yang	mempengaruhi	efektivitas	keseluruhan.	Selain	 itu,	
kesenjangan	antara	regulasi	dan	implementasi	disebabkan	oleh	keterbatasan	sumber	daya	manusia	dan	
anggaran,	ego	sektoral	antar	lembaga	penegak	hukum,	dan	kurangnya	pemahaman	masyarakat	tentang	
pelanggaran	pemilu.	Sentra	Gakkumdu,	yang	memiliki	peran	strategis	dalam	penanganan	tindak	pidana	
pemilu,	 juga	masih	menghadapi	 kendala	 dalam	 hal	 koordinasi,	 sarana,	 prasarana,	 dan	 beban	 kerja.	
Penerapan	 sanksi	 hukum	 yang	 belum	 memberikan	 efek	 jera	 signifikan	 juga	 menjadi	 tantangan,	
dipengaruhi	 oleh	 ringannya	 sanksi,	 inkonsistensi	 penerapan,	 dan	 kurangnya	 publikasi	 kasus.	 Oleh	
karena	 itu,	 saran	 yang	 diberikan	 untuk	meningkatkan	 integritas	 dan	 keadilan	 dalam	 proses	 pemilu	
mencakup	penguatan	regulasi,	peningkatan	dukungan	anggaran	dan	infrastruktur,	penguatan	kapasitas	
personel,	dan	optimalisasi	teknologi	informasi	dalam	mendukung	kerja	Gakkumdu.	
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